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Penelitian ini dilatar belakangi karena begitu banyak terjadi kasus
pembunagan bayi yang dilakukan oleh orangtua kandung, terlebih pelakunya masih
anak dibawah umur. Pada dasarnya kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku
tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda penangananya dengan pelaku
tindak pidana dewasa dalam menjatuhkan hukuman atau pemidanaan terhadap anak
pelaku pembuangan bayi karena seorang hakim ketika akan menjatuhkan hukuman
terhadap anak harus melihat UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta
UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana Pertimbangan
Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak pelaku Pembuangan Bayi di
Pengadilan Negeri Kediri Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.sus-
anak/2017/PN GPL. 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengatur Terkait
Penjatuhan Hukuman terhadap Anak sebagai pelaku Pembuangan Bayi
diPengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dalam Menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan
Normatif-empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif disini
pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta undang-undang yang berkaitan
dengan kasus pembuangan bayi. Kemudian digabungakan dengan pendekatan
empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan berupa
Judicial Case study.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Hakim dalam menjatuhkan
hukuman terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan
dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Sementara itu pertimbangan non
Yuridis hakim melihat didalam Laporan Litmas (laporan penelitan dari
kemasyarakatan), karena kasus yang digunakan peneliti dalam nomor 23/pid.sis-
anak/2017/PN GPL masih berstatus anak dibawah umur. Kemudian hakim juga
melihat dari faktor meringankan dan memberatkan. Terkait pasal yang menjelaskan
kasus pembuangan bayi telah diatur dalam pasal 305, 306, 307, 341 dan 342 KUHP,
namun karena adanya asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, maka KUHP
diganti dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terkait pasal
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yang menjerat dalam kasus ini yaitu pasal 76 C tentang kekerasan anak yang
mengakibatkan kematian karena bayi ditemuakan dalam posisi mati, jika dalam
posisi hidup maka bisa dijerat dengan pasal 76 B UU No 35 tahun 2014. 2). Dalam
perspektif Hukum Islam pembuangan bayi bisa dikatagorikan 2 (dua) maksud yaitu
pertama, pembuangan bayi yang tidak niat untuk membunuh, dengan membuang
bayi ditempat selamat dengan hukuman ta’zir. Yang kedua, dengan tujuan
membunuh atau ditemukan dalam posisi meninggal maka bisa dikatagorikan
sebagai jarimah Pembunuhan, terdapat dua perbedaan terkai pendapat hukuman
atas perbauatan membunuh anak kandung, yaitu menurut Jumur Ulama orang tua
yang membunuh anaknya tidak di Qishas baik sengaja maupun tidak sengaja
dengan mengganti dengan Diyat, sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat
apabila orang tua sengaja membunuh tetap di gishas. Dalam kasus ini bayi
ditemukan mati, namun dalam kasus ini pelaku masih dikatagorikan sebagai anak
menurut Hanafi, maka tidak dikenakan hukuman hudud, gishas maupun Tazir
melainkan hukuman pengajaran (tadi’biyah).
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This research was motivated because there were so many cases of baby
dumping carried out by biological parents, especially the perpetrators were still
minors. Basically, cases involving children as perpetrators of adult crimes in
imposing sentences or convictions on children who carry out childbearing because
a judge when he will sentence a child must see Law No. 35 Year 2014 concerning
child protection and Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.

The formulation of problems in this research are: 1). What is the Judge's
Consideration in Dropping Sentences on a Child Disposing Baby at the State Court
of Kediri District Based on Case Decision Number 23/Pid-sus-anak/2017/PN GPL.
2). How the Review of Islamic Law Regulates related to the Sentencing of Children
as Executors of Disposal of Babies at the State Court of Kediri District.

The answer to these problems, the researcher used the Normative-
Empirical approach with qualitative methods. The Normative Juridical Approach
here approaches are carried out based on the main material by breaking down
theories, concepts, legal principles, and laws relating to the case of baby disposal.
Then combined with the empirical approach, namely by looking at the reality in the
field practice in the form of a Judicial Case study.

The results of this research showed that 1.) the judge in imposing a
sentence consists of judicial and non-judicial considerations. Judicially the verdict
was handed down based on the facts in the trial. Meanwhile the consideration of
non-judicial judges is in the Community Research Report (research report from the
society), because the cases used by researchers in number 23/Pid.sus-anak/2017/PN
GPL are still underage children. Then the judge also looks at the mitigating and
burdensome factors. Related to the article explaining cases of infant disposal has
been regulated in articles 305, 306, 307, 341 and 342 of the Criminal Code, but
because of the existence of the Lex Specialis Derogate Lex Generalis principle, the
Criminal Code was replaced with Law No. 35 of 2014 Year concerning Child
Protection. Related to the article that ensnared in this case, namely article 76 C
concerning child violence which resulted in death because the baby was found dead,
if in a living position it could be snared under article 76 B of Law No. 35 of 2014.
2.) In the perspective of Islamic laws the disposal of a baby can be categorized as 2
(two) purposes, namely first, the disposal of a baby who does not intend to kill, by
throwing the baby in a safe place with the sentence ta'zir. Secondly, with the aim of
Killing or being found dead, it can be categorized as a homicide homicide, there are
two differences in the opinion of punishment for killing a biological child, namely
according to the Consensus of Ulama, the parents who killed their children were
not accidentally and replaced with Diyat, whereas according to Imam Maliki, it is
argued that if parents intentionally kill, they remain digishas. In this case the baby
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is found dead, but in this case the perpetrator is still categorized as a child according
to Hanafi, so the punishment is not punishable by hudud, gishas or Tazir but rather
a teaching sentence (7a 'dibiyyah).
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